





Mengawali penyampaian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan, dalam kesempatan
ini kami senantiasa mengajak kita semua bersyukur atas segala karunia nikmat dari Yang
Maha Kuasa sembari senantiasa memohon bimbingan dan kekuatan dariNYA agar kita
semua mampu menjalankan amanah mengelola bumi dan segala potensinya ( khalifatullah
fil ardi ) sehingga dapat optimal menghadirkan kesejahteraan dan kemasylahatan bagi
semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa dili.mpahkan kepada Baginda Rasulullah
Tercinta penerang dunia dari gelapnya perilaku jahiliyah manusia.

Hadirin Sidang ParipurnaYang Kami Hormati

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa; bumi,air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa.
Sejalan dengan hal tersebut maka setiap upaya explorasi terhadap segala sumber daya alam
yang tersedia harus senantiasa memberikan kemanfaatan bagi semua serta meminimalisir

setiap dampak negatif yang ditimbulkannya.

Atas Perubahan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan
Hidup yang didasarkan kepada perubahan perda no 12 tahun 2008, dan memperhatikan
peringatan ALLAH SWT ; “ Telah terjadi kerusakan yang nyata di daratan dan dilautan akibat

ulah manusia “, FBK mengharapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup harus benar-benar profesional dan independen dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam melakukakn kajian dan penilaian
AMDAL terhadap semua usaha pertambangan.

2. Semangat membuka iklim investasi yang seluas-luasnya harus diikuti dengan
pengkajian yang mendalam dan memperhatikan dampak jangka panjang yang

ditimbulkan.



3. Atas Potensi PAD yang ditimbulkan perlu segera disusun payung hukum dalam

upaya optimalisasinya.

Akhirnya dengan memperhatikan hal hal tersebut, dengan mengucap ; “ Lakhaula
wala kuuwata illa billahil’aliyil’adzim”, FBK menyetujui RAPERDA tersebut diatas disahkan

menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan ini kami sampaikan, semoga

bermanfaat, amin.

Wallahulmuwafiqu ila agwamiththorig wassalamu’alaikum Wr Wb.

Rembang, 16 Mei 2012
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BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008,
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KAB. REMBANG
Rembang, 16 Mei 2012

#

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Ykh. - Forum Pimpinan Daerah Kab. Rembang.

Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten
Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Rembang.

Ykh. - Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.

Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.



Pertama-tama, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt,
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama
dalam keadaan sehat wal’afiat pada acara Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah,
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun
2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, telah
dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan
ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah
disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan
serta hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam
hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat



dan kerja keras Legeslatif, sehingga dari
Raperda yang kami ajukan telah diproses
melalui pembahasan yang efektif dan akurat
dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten
Rembang.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang, dalam membahas Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah
melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama
Pemerintah Kabupaten Rembang
menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya.

Terkait dengan disetujuinya Rancangan
Peraturan Daerah tersebut, diharapkan
pembentukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi
Badan Lingkungan Hidup, secara otomatis akan
meningkatkan peran dan tanggungjawabnya,
terutama dalam bidang investasi dan kegiatan
ekonomi di Kabupaten Rembang. Karena



dengan ~masuknya investor di Kabupaten
Rembang, faktor izin lingkungan menjadi hal
utama dalam persyaratan untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan. Sehingga dapat
dikatakan nantinya Badan Lingkungan Hidup
akan menjadi pintu pertama dan penentu
masuknya investasi di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dengan ditetapkannya Kantor
Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan
Hidup, maka syarat penyelenggaraan dalam
penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
(amdal) dapat terpenuhi, dimana syarat sebagai
Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat
minimal setingkat eselon Il (dua) dari instansi
lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Untuk itu, melalui sidang dewan yang
terhormat, dengan ditetapkannya Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda
Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten



Rembang, menjadi Peraturan Daerah, sekali lagi
saya atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya, kepada saudara
Pimpinan dan segenap Anggota Déwan, atas
ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang
Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk
dan bimbingan kepada kita dalam membangun
daerah dan mensejahterakan masyarakat
Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wer b ¥
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TAMBAHAN PENJELASAN SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dan Insyaallah dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang akan
menindaklanjuti rekomendasi — rekomendasi yang telah disampaikan dalam rangka
independensi Badan LH, serta keseimbangan karena selain jadi pintu pertama bagi
masuknya investasi didaerah kita, sekaligus sebagai penjaga kelestarian sumber daya
alam di Kabupaten Rembang agar lebih selektif dilaksanakan sehingga pelaksana
pembangunan di Kabupaten Rembang tidak hanya berfikir jangka pendek atau jangka
menengah saja, tetapi harus berfikir jangka panjang untuk anak cucu kita yang akan

mendapatkan warisan dari kita.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Rembang, 16 Mei 2012
BUPATI REMBANG
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TEHITANG

PERSCTUJUAN PUNETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat
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KABUPATEN REMBANG

NEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

. bahwa dalam rangka memperkokoh pelayanan otenomi daerah periu

dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
akuntabilitas, kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya
manusia serta informasimanajemen yang akurat dan praktis yang
didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien
denaan mempertimhanokan kebutuhan dan kemampuan daerah :
baliwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang
inakunoan hidup sehinaaa perlu melakukan perubahan :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagannana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 199¢ tentang Perubahan Atas Undang -Undang
Nomor & tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah :

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;



i/ Paraturan Femerini2h Nomor 16 tehur 1994 tentang Jabaten
Fungsiona! Pegawai Nzgeri Sipil ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman
©ambinaan dan Pengawasan Peryelenggaraan Pemerintan Daerah;

Q. Poraturan Pemearnntuh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah,  Pemerintahan Daerah Provinsi  dan
Penerintaban Daerah Kabupaten / Kota |

10. Peraturan Pemerintali Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

11. Paraturan Daerali Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Urusan Pemerintahan  Yang Menjadi  Kewenangan
Pernerintahan Daerah Kabupaten Remoang |

12 Parzturan Daerch Kaobupaten Rembang Nemer 12 Tanun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang ;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Momor 01 Tahun 2010 tentang Tata Teitib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. l.aporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembtang
2 Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakvat Caerah
Kaoupaten Rembang, langgal 07 Mei 2012
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 07 Mei
2012
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Menyzatuyjui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomocr 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya
sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati kembang .

KETIGA . Kepuwsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkar: .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 MEI 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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BUPAT! RIEMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

Mengingat :

H T
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMEANG,

bahwa dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi
daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan,
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta informasi
manajemen yang akurat dan praktis yang didukung
organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan kcbutuhan dan kemampuan daerah;

bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Peranglrat
Daerah Kabupaten Rembang belum mengatur secara
maksimal kewenangan di bidang lingkungan hidup sehingga
perlu melakukan perubahan;

bahwa untuk maksud tersebut dalarn huruf a dan huruf b,
perlu menetaplkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 304 1) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomior 3820);
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11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonior 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkac Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi  Kementrian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun



12.

13.

2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian
Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan
Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lermbaran Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

Dengan Perscetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUFPATEN KEMBANG.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
‘Tata Kerja Perangikat Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
12 Tambahan Len:baran Dacrah Kabupaten Rembang Nomor
90), diubah scbagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(i) Perangke. Daerah sevagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tcidiri dari :
8. Sckretariat Daerah;
D. Stal Ahlj;
c. Sekretariat DPRD;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
. Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum;
Cinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;
g)_in.:lls Kependudukan dan Pencatatan
L0
Dines  Bosial, Tenaga  Kerja, dan
Trunsmigrasi,
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah raga;
Dinas Pertanian dan Kehutanan;
Dinas Kelautan dan Perikanan;
0. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperast dan Usaha Mikro, Kecil dan
Mcnengah;
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11. Dinas Energi dan Suniber Daya Mineral;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

e. Jembaga teknis daerah, terdiri-dari :

1. Badan Perencanaan Pcmbangunan Caer '“;
2. Inspcktorat;
3. PRadan Kepegawaian Dacrah;
4. Baden Pemnberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana,;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan
Masysarakat,;
7. Badan Lingkungan Hidup;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
9. Rurnah Sakit Uraum Daerah dr. R. Soetrasno;
f. SATPOL PP;
g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
h. Kecamatan
i. Kelurahan

(2) Bagan Organisasi Perongkat Daerah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran | merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

2. Judul BAB XXIV diubah sehingga BAB XXIV berbunyi sebagai berikut :
BAB XXIV
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai
berikut.
Pusal 85

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di
bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh  kepala badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui -
sekretaris daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai
berikut:

Pacal 86

Badan Lingkungan Fidup mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan
hidup.

5. Ketentuan dalam Pasa' 87 diubab sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87

B_adan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & imenyvelenggarakan fungsi:

a. perurnusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;



a0

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup;

permnbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang
lingkungan hidup .

Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (S) diuba:.
serta diantara ayat (3) dan ayat (4)disisipkan 3 ayat yaitu ayat (3a),ayat

(3b)

dan ayat (3c) sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai

berikut.:

(1)

(2)

(3b)

Pasal 88

Susunzn Organisasi Radon i.ingkungan Hidup terdiri dari :
a. kepala badan;
b. sekretariat, yang membawabhi:
1. sub bagian perencanaan
2. sub bagian keuangan ;
3. sub bagian umumn dan kepegawaian.
bidang pengksjinn dampak dan pengendalian pencemaran
lingkungan, yang imnembawabhi :
1. sub bidang pengkajian dampak Jingkungan
2. sub bidaug pengendalian pencemaran lingkungan
d. vidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber
dava alam, yang merbawahi :
1. sub bidang pengendaiian kerusakan lingkungan
2. sub bidang konsecrvesi sumber daya alam
e. bidang penaatan hukumn, pengembangan kapasitas dan instrumen
linglcangan, yang membawahi : '
1. sub bidang penaatan hukum.
2. sub bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan
instrurnen lingkungan
f. UPTB;
g. kelornpok jabatan fungsional.

9

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin >leh
sekretaris vang berada dJdi bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala padan.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan
huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sub.bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1
dan angka 2, huruf d engka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan
angka 2, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang
bersangxutan.

(3c) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala

UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
badar.



(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimnpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertarggung jawab kepada kepala badan.

(5) Bagan Organisasi Bacdan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXII mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daeran ini.

7 Ketentuan dalam Lampiran XXII diubah selungga Lampiran XXII
sebagaimana tercanturii dalam Lampiran merupakan bagien yang tidak
terpisankan daii Peraturan Dacrah ini

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang meigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaren Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAMN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NCMOR
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